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BUPATI KEPALA DAERAT TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang

38

b.

bahwa Peraturan Dacrah Kabupaten Semarang tang
gal 29 J'U"l 1953 Womor 2/Pd/53 tentang Pemu -
ngutan fajak Kendaraan Tidak Bermotor yang te -
lah dirubah lima kali, terekhir Aengan Pera -
turan Dacrah Xabupaten Se..rang tenggal 10 Jull
1972 Henmor 4/Pd/1972, tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan schingga perlu ditinjau
kemball

bahwa untuk kelancaran penyclenggarsan pemerin-
tahzn sccara berdaya guna dan berhasil guna
scsuail Jcnbvn perkembangan pembangunan, Pera -
turan Dacrah dimaksud perlu diganti ;

bzhwe besarnya barip yang ditetapkan dalam Pe--
raturan Dacrah ini dipandang cukup layak dan
masih dalam batas kemampuan pemilik kendaraan :

bahwa schubungan dengan hal terscebut diatas,
perlu menctapkan Peraturan Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Semarang tentang Pajak Ken~
daraan Tidak Bermotor. :

- Mengingat + o o o e
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Mengingat : 1. Undamg-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokokwpekok Pemerintahan di Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Numor 38 3 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037 )

2. Undang=-undang Nomer 13 Tanun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah je. Pera-

~. turan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ten—
tang Perluasan Xotamadya Deaerah Tingkat
IT Scmarang ;

3. Undang-undang Nomor 11 1 Dr+/1957 tentang

1 ( Lembaran
3+ Tambahan
) 3

I, Peraturan Penerintah Lalu Lintas Jalan
Tahun 1936 yang telah dirubah dan di -
™

aimbah terakhir dengan Peraturan Peme—
rintah Nomor 28 Tzhun 1951.

Peraturan Umum Pajak Dacral
Hegara Tahun 1957 Homor 56
Lenbaran Negara Nomor 1287

Dengan pcrsctuguan Dewan Perwakilan Ralyat Dacrah Kabupa -
ten Daerah Tingkatv II Semarang.

AERAH TINGKAT
DARAANT TIDAK

Menctapkan ¢ PERAY DAERAH K4BUPZ
T TR OMENTMANS T
Na TRNT 2 b

BAB I
KETENTUAY UMUL
ﬁcnl 1

Dalam Poraturan Dacrah ini yang dimaksud

dengan @ .
Bt a. Bupati « .
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2« Bupati Kepala Dacrah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
IT Semarang ;

bs Kendaraan Tidak Bermotor yang sclanjutnya dalam Peraturan
Dacrah ini discbut Kendaraan adalesh kendaraan yang dido -
rong/iitarik atau digerakan clch tenaga manusia atau hewan,

ce Pajak Kendaraan adalah pungutan yang dikenakan terhadap
kendaraan 3

d. Pemilik kendarzan adalah orang atau badan hukum yang mec -~
miliki Kendaraan Tidak Bermotor.

BAB IT
WILAYAH, NAMA SUBYEK DAN BESARNYA PAJAK.
Pasal 2

Dalam Wilayah Xabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipungut
Pajak terhadap sctiap kendaraan tidek bermotor, yang diope=-
rasikan di jalen umum, dengan nana Pajak Kendaraean Tidak
Bermotor.

Subyek Pajak adalah Orar g atau Badan Hukum yang memiliki /
menguasal kendaraan tidak bermotors

Pasal 3
Kepala Keluarga diangsep scbagail penguasa kendaraan yang
dikuasainyes atau clch anggota kcluarganju.

Apabila kendaraan dini
maka mercka m931n;~mas'
n.

1iki/di%uasai olch lebih dari scorang
o i
pajak kendaraa:

ng bertanggung jawab atas pembayaran

oCc

s
Pajak Kendaracn scetiap tahun ditentukan untuk scecbuah

a.Sopeda......-
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a. Sepeda roda dua, sebesar « » « o » Rp. 250,~-

b. Sepeda roda tiga, sebcsar « ¢« « » « Rpe 750,=~

¢e. Dokar, gerobag ban besi atau ban
pompa yang ditarik elch hewan
sebosar L ] L ] < ® L] . . > L Al L] L ] ° - Rp.l .OOO"'

d. Kerecta roda dua didereng manusia,
SObOSaI‘. L3 . - ° ° . . e . . . L] aRpo 500,-

ban
e, Gerebag dorong ban besi atauvpumpa
Sebesar....-.........Rp.500,-—

(2) Pajak kendaraan harus sudah dilunasi selambat-lambat-
nya pada akhir bulan Descmber tahun yang bersangkutan.

(3) Hasil penerimaan pajak kendaraan tidak bermcter scba-
gaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disetor langsung
ke Kas Dacrah Kawupaten Dacrah Tingket II Semarang.

Pasal 5
(1) Tahun Pajak Kendaraan adalah tahun takwin.
(2) Pajak Kendaraan dibayar sclali untuk satu tahun.

(3) Apabila suatu kendaraan dalam satu tohun pajak tclah
diltmasi pajaknya dan kemucdian dijual, kendaraan
terscbut tidak dikenakan pajak kendaraan lagi dalanm
masa tahun pajak yang bersangkutan.

B AB ITT
PEMBEBASAN PAJAX EKEVDARALN
Pasal 6

Pajak Kendaraan tidak dikenakan bagi

a, Kendaraan yang digunakan untuk orang sakit atau wmengan
kut mayat atau untuk keperluan Palang Merah Indonesia

g~
;

De Kendaraan « o ¢ o o »
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b. Kendaraan yang disediakan untuk diperdagangkan atau di-
jual vleh pedagang/pengusahadpabrik

— c. Kendaraan yang dikuasai c¢leh suatu Instansi Pemerintah/
Pemerintah Dacrah Tingkat I/II

d. Sepeda anak-anak yang tidak memakai ban pompa

!
¢. Gerobag bercde dua untuk pengangkutan barang yang diper-
gunnkan digudang..gudang 3

f. Kendarvecan jeuis yang lain yang ditentukan olch Bupati
Kepala Dacrah.

Pasal 7
Kendaraan yang tcelah dipungul pajek kendaraan cleh Daerah lain
untuk sesuatu tahun pajak dibebaskan dari pengenaan pajak
zendaraan.
BAB IV
WEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN
Pasal 8
(1) Pemilik kendaraan bcr“uuajiban membeoritahukan/mel aporkan
kendaraannya kepade Dinas Pend apgcgv Dacrah pada saat kcn-
daraan ierscbul barade Calem pemilikan atau pengusahaannya.

PARE s

tanda

3) Scielan pajak kendaraan dibayss s. [pads ndarvaan Sor
g

c NG (B TR OO 25, T rand
pajas kendaraan a8 Kondas
‘aan pada bagian

sademilian rupa

BAB V
TANDA PAJAK KENDARAAN
Pasal 9

jentuk, ukuran, warna édan tcmpat pemasangan tanda pajak ken -

2) Pujak kenderaan datet dibayar sckaligus pada wakt: memberi-



. crham ae -

kendaraan pada kendaraan, ditctapkan tiap-tiap tahun
oleh Bupati Kepala Dacrah.

B4AB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

(1) Pclanggeran tcrhadap kotentuan Pasal 8 ayat (1) Pe ~
raturan Dacrah ini dapat diancam pidana kurungan se-
lama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-ba -
nyaknya Rpe 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

(2) Tindak pidana scbagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini adalah peclanggar.

BAB VII
DENTDA
Pasal 11

Kelambatan pembayaran pajak kendar
dalem pasal 4 ayat (2) Peraturan D
denda 100 % (seratus perscn) ;

aan scbagal dimaksud
acrah ini dikenakan

BaB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pelaksanaan Foeraturan Dacrah ini dilakukan oleh Dinas
Pendapeatan Dacrah XKabupaten Tingkat II Semarang.

Pasal 13

(1) Pengavasan terhadap pelaksan
ini dilakukan pula olch Bagi
Sctwilda Tingkat II Scmarang

aan Peraturan Daerah
an Pemerintahan pada
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(2) Terhadap pegawai pelaksana Peraturan Daerah ini diberik:
uang perangsang scbesar 5 % (lima perseratus) realisasi
penerimaan yang disctor ke Kas Dacrah.

B AB IX
PENYIDTIIKATHN
Pasal 14

Sclain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana secb

~

gaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dilakukan o! :k

Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan, Peraturan Perun
dang—undangaen yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

hgl - hal yang belum cukup diatur sepanjang pelaksanaannya
akan ditctapkan olch Bupati Kepala Daerah.
Pasal 16

Dengaen berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Scmarang tentang Pemungutan Pajak Kendaraan tidak

Bermotor tangszal 29 Juli 1953 Nomor 2/Pd/53 yang telah dirub -

tcberapa kali, terekhir dengan Peraturan Kabupaten Semarang
tanggal 10 Juli 1972 Nomor 4/Pd/72 dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 1?-..-.00



Pasal 1%

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundang;
kan.

Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatan ~

nya dalam Lembaran Dacecrah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang.

Ungaran, 20 Maret 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TINGEAT ITI SEMARANG

KETUA, Yang menjalankan tugas
ttd ttd
-I81OJO HADISOEMARTO SOEMOJO HADIWINOTO,3H

Sckretaris.Wilayah/Dacrah
Disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Tegri
tanggal 25 Januari 1988 Nomor 973.024.33

Diundangkan dalam Lembaran LUaocvrah K

{abu rstcp Dacral
Tingkat II Semarang tanggal 26 Pobfu ri 1988 S

eri A YNo, 2

Scsual dengan aslinya
Sckretaris Wilayah/Dacrah

ttd

SOEMOJO HADIWINOTO,SH
NIP. 500“)093(




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1987
TENTANG
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

A, PENJELASAN UMUM.

Bahwa Pajek Kendaraan Tidak Bermotor adalah salah
satu Pajalk Dacrah yang kewcnangan pemungutannya diberikan
kepada Dacrah Tingkat II berdasarlzan Undang-undang nomor
11/Drt Tahun 1957.

Pajak Dacreh ini tclah diatur dalam Peraturan Dac—
rah Kabunaten Scmarang tanggal 29 Juli 1953 ncmor 2/Pd/53,
terakhir dengan Pevaturan Dacrah Kabupaten Semarang tang-
gal 10 Juli 1972 nomor 4/Pd/1972.

Schubungan dengan perkembangan kcadaan, Peraturan Dacrah
Kabupaten Semnarang dimaksud dianggap tidak sesuail lagi,
schingga dipandang perlu diganti dengan membentuk Peratu-—
ran Dacrah Kabupaton Daerah Tingkat IT Scmarang nomor 3
Tahun 1987 tentang Pajak Kendarszan Tidak Bermoter.

Kendaraan tidak bermotor menurut jonisnya cukup
banyak. Olch kercna itu perlu ditegaskan obyek pajak
veng dikenalan den cbyck pajek yang tidak dikenakan pajak
dan apabila didalam Peraturan Daecrah ini belum disebhutkan,
maka obyeck terscbut akan diatur lebih lanjut dalam Surat
Koputusan Bupati Kcpala Dacrah.

Pengertian « o o o o &
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Pengertian kendaraan tidak bermoter dalam Peraturan Daerah

adalah kendaraan yang didorong/ditarik atau digerakan olch
_Cnaga manusia atau hewan.

Disamping hal tcrscbut, dalam Perzturan Dacrah ini
nenentukan aels @

~ mengenai kendaraan yang telah dipungut pajaknya olch Dac-
rah lain untuk sesuatur tahun pajak dibebaskan dari penge-
nzan pajake. :
Hal ini discbabkan beberapa kendaraan, daerah operasinya
juga didalam Daecrah Kotamadya Dacrah Tingkat II Salatiga.
kan tetapi demi peningkaetan pendapatan Dacrah, aparat
ctop dituntut untuk mcleksanakan peraturan ini dengan
scbaik-baiknyza.

— mcngenal besarnya tarip yang discsuaikan dengan penghasilan
wajib pajak pada waiumnya, situasi dan kondisi Dacrah/Kota.

— mMCN¢

¢

ongenel kewajiban pemilik kendaraan untuk memberitahukan
cpada Dinas Pendapatan Dacrah schubungan dengan pemiliknya.
an apabila karcna kelalaiannya schingga pajak tidek dilu-
nasi pada tahun pajak yang bersangkutan, maka akibatnya
yang bersangkutan harus menanggung beban denda.

k
d

Adepun tujuannya ialah intensifikasi pendapatan Dae -~
rah dalam rangka menunjang pembangunan Dacrah Kabupaten
Dacrah Tingkat IT Semarang.

—PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 s/d Pasal 17 : cukup Jjelas.



